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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL 

PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional 
perekayasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, perlu pedoman pelaksanaan penilaian 
angka kredit jabatan fungsional perekayasa di 
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa 
dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan 
Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya; 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

13. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/I/2009 tentang 
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan 
Angka Kreditnya; 

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
13/M/PB/VIII/ 2008 dan Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 
Perekayasa dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN 
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA 
KREDITNYA  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
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Pasal 1 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa dan 
Angka Kreditnya  di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional 
Perekayasa, Pejabat yang mengelola bidang kepegawaian, dan Tim Penilai 
Jabatan Fungsional Perekayasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan dalam pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, 
penilaian angka kredit, dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional 
Perekayasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 2 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa dan 
Angka Kreditnya  di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2013 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
SHARIF C. SUTARDJO  

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Juli 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN  
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